
I. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tcntang Pcmbcntukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalarn wi1ayah Daerah-daerah 
Tingkat l Bali, Nu sa Tenggara Baral, dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang Undang Nomor 22 Tah un 2ooq teniang .Jalan 
(Lernbaran negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nornor 96, 
Tambahan Lernbaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5025): 

3. Unclang-Undang Nornor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2•11, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, tcrakhir 
dengan Undang- Undang Nomor g Tahun 201S tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia 'l'ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Unclang-Undang Nornor 11 'l'ahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 T'ahun 1993 ten tang 
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan [Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1993, Nomor 60, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3529); 

bahwa u nl uk rnclaksanakan kctcntuan Pasal 12, Pasal 1 ~ avat (~), 
Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 
ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran, pcrlu tnenetupkan Peraturan Bupati 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2019 ten tang Pcnyelenggaraan Perparkiran; 

RUPATT KLUNGKUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menirnbang 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN OAERAII NOMOR 8 TAIIUN 2019 
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN 

TENTANU 

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 
NOMOR 7 TATTUN 2021 

HUP/\TI KLUNOKUNO 
PROVINS! BALI 



D::'31:1m Peraturan Dacrah Inl yang dlmaksud dengan: 

1. Dacrah adaluh Kubuputen Klungkung. 

2. Pcmcrintah Dacrah adalah Pernerintah Knbupaten Klungkung. 
3. Bupati adalah Bupati Klungkung. 
···1. Dinus adalah dlnas yang mcnyclcnggarakun tJT"11s1m pemerlntahan di bidang 

perhubungan. 
5. Dinas Pcrizinan adalah clinas yang mcnyclcnggarakan urusan di Bidang 

Peuunuruan Modal clan Pclayanan Tcrpadu Satu Pin tu. 

(). Perseorangan adalah orang pribadi. 
7. Badan adalah sekurnpulan orang dan/atau modal yang rnerupakan kcsatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (HUMN), atau Badan Usaha Milik Dacrah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasl, dana pensiun, 
persekutuan, pcrkurnpulan, yayasan, organisasi rnassa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lcmbaga dan bent.uk badan lainnya terruasu k 
kontrak investasi kolcktif dan bentuk usaha tetap. 

8. Desa Adat adalah kesatuan rnasyarakat hukum adat di Bali yang memiliki 
wilavah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan 
sendiri, rradisi, tata kramu perguulun hldup masyarakat sccara turun 

KAH I 
KRTENTU/\N UMUM 

Mcnetapkan: PERATURAN BUPA'l'l TENTANG PERATUR/\N PELAKSANAAN 
PERJ\TURAN DAERAII NOMOR 8 TAHUN '.2UlY TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN. 

MEMUTUS.KI\N : 

6. Pcraturan Pcmcrintah Nornor SS Tahun 2012 ten tang 
Kendaraan (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5317); 

7. Pcraluran Pcmcrintah Nomor 80 'I'ahun 2012 tentang T::1t.::1 
Cara Perneriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan 
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dnn Angkutan .Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2014 Numor ~00, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5594); 

q_ Pcraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 ten tang 
Pcnyclcnggaraan Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan (Lembaran 
Daeruh Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 4, Tarn bah an 
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4); 

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2019 Nornor 8); 

Pasal 1 



(1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum diluar Ruang Milik .Jalan 
wajih merniliki Izin. 

(2) Pe~yelenggaraan Fasllitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik .Jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan perseorangan Warga 
Negara Indonesia, Dcsa Adat, atau Oadan l Iuku m Indonesia, bcrupa: 
a. usaha khusus perparkiran; atau 
b. penunjang usaha pokok. 

(3) Izin sebagairnana dlmaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupat.i mclalui 
Dinas yang menyclcnggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perizlnan. 

(4) Izin penyelengga.raan Fasilitas Parkir Untuk Umum Diluar Ruang Milik 
Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri alas: 
a. Izin penyelenggaraan Parkir ditempat khusus; dan/ atau 
b. Izin penyclcnggaraan Parkir tidak tetap. 

(5) Format Izi~ scbagairnana dimaksud ayat (4) tercanf.um dalam lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

HAH 11 
PERIZINAN 

temurun dalarn ikatan ternpar auci (kn.hyn.ngn.n. tiga atau kahya11ga11 dc::;a), 
tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mcngurus rurnah tangganya 
sendiri: 

9. Perparkiran adalah seluruh kcgiatan yang bcrkaitan dengan penyelenggaraan 
fasilitas parkir mcliputi pcngaturan, pernhangunan, pernbtnaan, pengawasan, 
dan pengendalian scsuai dengan kewenangan ynng dimi1iki Daerah. 

10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bcrgcrak untuk 
beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 

11. Kendarnan adalah suo.tu sarana angku t di jalan yang terdiri atas kendaraan 
bermotor dan Kendaraan tidak bermotor. 

12. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan scbagai tcrnpat parkir uagi 
Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor. 

13. Fasilitas Parkir Un tu k Urnurn Di l.uar Ruang Milik ,Jalan adalah fasilitas 
Parkir di luar ruang milik jalan yang dibuat khusus atau menunjang kegiatan 
yang dapat berupa gcdung parkir dan / atau tcmpat parkir. 

14. Penyelenggara Fasilitas Parkir adala.h Pernerintah Daerah, Orang, Desa Adat 
atau Badan yang menyelenggarakan Perparkiran. 

15. Pengelola Fasiltas Parkir nrlalah setiap orang arnu bndan yang rnengelola 
fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara fasilitas parkir. 

lo .. Juru Parkir adalah petugas yang mengatur sccara langsung Kcndaraan yang 
diparkir dan mc1111111g11t rctribusi parkir dari pengguna jHsFJ Perparkiran. 

1 7. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efeklif untuk meletakkan suatu 
Kendaraan terrnasu k runng bebns dan Iebnr bukuun pin tu. 

18. Pengguna .rasa adalah orang yang melakukun kegiatan Purkir pada Fasilitas 
Parklr yang telah memiliki izin. 

19. IIari adalah hnri kcrja. 

Pasal 2 



(I) Tarif pcn~unafill Fasnitas Parkir Un tuk Umum Di Luar Ruang Milil<. Jalan 
ditetupkan olch pcny,~l,~nggsirn. 

Pasal 5 

BAB ITT 
TARIF PP:NGGUNMN FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM 

DT LUAR 1-tUANG MTT JK ,JALAN 

( l) Kepala Dinas Perixinan mcngcluarkan 17.m 1-'ermohonnn yang tcian 
mcmcnuhi syarat dalarn waktu 10 (scpuluh] hari scjak ditcrimanya 
pcrmohonan. 

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas Perizinan 
menerbitkan surat penolakan yang bcrisl alasan penolakun. 

Pasal 4 

(1) Untuk mcmpcrolch lzin scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1), 
Desa Adat, Badan dan / atau pcrseorangan yang akan melakukan 
penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Urnum Di Luar Ruang Milik Jalan 
rnengnjuknn perrnohonan kepada Bupati melalui Kepala Dines Perizinun. 

(~) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I] harus dilengkapi dengan 
persyaratan yang terdiri atas ; 
H. surat Perrnohonan; 
b. forrnulir data isian: 
c. formulir pengajuan Pengelolaan Parklr; 
d. dcnah Zgambar lokasi Parkir yang ditandatangani Pcmohon; 
e. data usulan tarif; 
f. berita aca.ra pesetujuan pcndamping; 
g. foto copy KTP pemohon/penanggungjawah; 
h. dokumcn nomor induk berusaha: 
i. Foto copy Akta Pendirian perusahaan dan / atau pcrubahannya bagi 

yang herbadan hukurn Indonesia (untuk Pl' dan Yayasan ada 
pengesahan dari Kcmcntrian yang rnemhidangi urusan IIukum dan IIak 
Asasi Manusia scsuai dengan ketentuari Peraturan Pcrund .. mg 
undangan, sedangkan Kopcrasi, harus ada pengesahan dari Perangkat 
Dae-rah Pembina Kopemsi) clan Perusahaan bukan berbadan hukurn (CV) 
harus sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri; 

J. futo copy bukti kepemilikan tanah scrtifikat tanah (petok L> danj'atau 
letter C).; 

k. foto Copy akta jual bell notaris / surat kctcrangan waris / surat hihnh 
dan atau / akta perjanjian sewa menyewn, surat kcterangan tidak 
keberatan dari pernilik tanah (dcngan dilampiri bukti kepemilikan tanuh 
dan Kartu T'anda Penduduk pemilik yang dimaksud); 

I. Fol.o Copy izin mcndirikan bangunan; dan 
rn. pas roto berwarna ukuran ( 3x4 ) scbanyak 2 (dua] lembar; 

(3) Dalam penvelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umu m di Luar Ruang Milik 
Jalan yang menimbulkan tartkan 7S (tujuh puluh lima) kali perjalanan atau 
peijalanan baru pada jam padat, persyaratan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib dilcngkapi dcngan dokumeu anulisis dampak lalu lintas. 

(4) Formal Surat Permohonnn , Format Formulir Data Isian, Format Forrnu lir 
Pcngaiuan Pengelolaan Parkir, Format Dcnah/ garnbar Lokasi Parkir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf cl 
tercanturn dalam Lampiran II y:-mg merupakan bagian tidak terpisahkan 
rl a ri Pera I. u ran 13 u pati ini. 



(1) Juru Parkir wajib memakai pakaian scragam dan tanda pengenal pada saat 
bertugas sebagai Juru Parkir, 

(2) Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercliri dari baju berwarna 
biru dan celana bcrwarna biru Lua. 

(3) Tanda pcngenal sebagairnana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi ernpat 
berukuran 8,5 cm (delapan koma lima centimeter) x 5,5 cm (lima koma lima 
centimeter) berwarna dasar putih. 

Pasal 7 

BABY 
Pi\Ki\.li\.N SERJ\.Gi\.M Di\.N TANDA PENOr~NAI, JU 1-<U 

PARKIR SERTA TANDA nUKTT PARKTR 

( 1) Pcnyelenggara Fasilitas Parkir dapat bckcrjasama dcngan pihak kctiga 
scbagai Pcngclola Fasilitas Parkir. 

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. Pcmcrintah Dacrah; 
b. Desa Adat; 
c. Badan; atau 
d. Perscorangan, 

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria: 
a. memiliki jumlah sumber daya man usia yang memadai; 
b. memiliki sarana dan prasarana yang mcmadai; dan 
c, memiliki kcmampuan kcuangan yang mcmadai. 

(4) K~rj:1 s:1111:1 se.h:1g:1imnn8 dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam 
perjanjian kerja sama, 

(5) Pcrjanjian kerja sama sebagairnana dimaksud pada ayal (4), paling sedikit 
rnemuat: 
a. hak dan kewajiban para pihak; 
IJ. jangka waktu kerja sama; 
c. penyelesaian perselisihan; clan 
d. sanksi. 

(6) Kerja sama sehagairnana dimaksud puda aya! ( 1) dilaksanakan scsuai 
dengnn ketentuan Pera .. turan Pcrundang-undangan. 

R/\RTV 
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR 

(2) Penetapan besaran tarif oleh pen.v<~lcnAArirn scbagaimana dtmaksud pada 
ayal (1) didasarkan pada tujuan untuk mcmpcrolch keuntungan yang lavak. 

F~) Formula Pcnctapan Be saran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dihitung bcrdasarkan: 
a. penggunaan Fasilitas Parkir per jam atau per hari; 
b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu; 
c. btaya operasionaj; 
d. asuransi; 
e. tarif yang Lelah berlaku dalam masyarakat; 
r. hasil survey dilapangan; 
g. jcnis kcgiatan yang dilakukan; dan 
h. peraturan daerah yang mengatur retribusi. 

Pnsnl 6 



(1) Setiap Juru Parkir dikenakan Sanksi Administratif jika rn.elakukan 
pelanggaran sebagai beriku t : 
a. t ida k mc.nggunakan seragrun; 
b. tidak mcnggunakan tanda pcngcnal;ctan/atau 
c. tidak mcmbcrikan tandn buk.Li p:..u·kir. 

Pasal 11 

b. tidak menycdiakan ternpat parkir khusus untuk pcnyandang disabilitas, 
lanjut usia, clan wanita hamil; 

c. tidak mendaftarkan .. J uru Parkir kcpada Din as Perhubungan; 
d. t.idak memcnuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin; 
e. tidak mcnyediakan tempat. Parkir sesuai dengan standar teknis yang 

ditentukan; 
t. tidak melengkapi Faslhtas Parkir p;ilinr, scdiklt herupa rumbu, rnurka 

dan media informasi 1:-:irif, waktu, ketersediaan ruang Parktr, don 
in furrnasi Fasilitas Parkir khu sus: 

g. tidak memastikan kcndaraan keluar masuk Ieuang Parkir yang arnun, 
selamat dan memprioritaskan kclancaran Lalu Lintas; 

h. 1 irlak menjaga kcarnana rt Keudaraan yang diparkir; 
i. tidak mcmbcrikan randa bukti Parkir clan iernpat Parkir; dan 
j. tidak mengganti kerugian kehllangan atau kerusakun Kcndaraan sesuai 

ketentuan Perat uran Pcrundang-undungan. 
(2) Sanksi Administratrif sebagaimana dirnaksud pada ayat { 1 ), berupa: 

a. teguran lisan; 
b. peringatan tert u Iis; 
c. pcnghentlan semcntara, sebagian atau selu ru h kcgiatan usaha atau 

kon trak kerj asar r I a; 
d p~ny~g~lan Fasilitas Parkir; 
c. pcncabutan Izin; dan/atau 
f. penutupan Fasilitas Parkir. 

(3) Pcngenaan Snn ksi Administratif scbngnimana dimaksud pad a ayar (2) 
dilakukan oleh Kepala Dlnas dcngan tahapun sebugui berikut : 
a. dalam hal ditcmukan p~l1-H1ggrin1n scbagaimana dimaksud pada ayAt. ( l), 

Kep:-il:-i Dinas mcrnberikan Sanksi Administratif berupa tegurun Iisan; 
b. setelah :1 (t.iga) hari dibcri kan Sanksi Administrutif beru pa tcguran lisan 

scbagaimana dirnaksud pada huruf a, setiap ncsa Adat, Badan alau 
Perseorangan yang mcnyelenggarakan Fusilit,"is Parkir untuk Umum di 
t.uar Ruang Millk .Ialan masih melakukan pclanggaran keientuan 
scbagaimana dirnuksud poda ayar { 1 ), Kenala Dinas mcmbcrikan Sunksi 
Administratif berupa peri ngatan tcrtulis, 

c. seielah 7 (tujuh) hari diberikan Sanksi Administratif berupa pcringatan 
t.crtulis sctiap Desa Adat, Badan atau Perscorangan y:·mg 
rneuvelenggarakan Fasilitas Parkir Untuk Umum di I .uH1· k'1 n111g Milik 
.Jalan masih melakukan pclanggaran keteruuan sebagaimana dirnaksud 
pad a ayat { l), K,~p;,i la Di rn-1s melakukuu : 
1. pcnghcntian sernentara, sebagian atau scluruh kcgiatan; 
2. penyegclan Faailitas Parkir: 
3. pencabutan izin; dan Zatau 
4. pcnutupan Fasilitas Parkir. 

(4) .iangka wakru dalam rahapan pengenaan SrUlksi Adrninistrntif sehr1g1-1irm1m·1 
dimaksud pada ayat (:)) ciikccualikan u11tuk pelanggr1rr111 k~t.~ntuan 
sel)agaimana c1imc1ksud pada ayat ( l) yang ct1lal{Ukan uleh peuyelenguru 
parkir ticJak tetap. 



,, I GRDJ:} PUtU WINA~TRA 

H11,l~l'[A UAl~l~H KARUPA'l'~N KLUNGKUN<l TAl IUN '.20'.21 NOMOR 8 

I SEKR'k:'l'L\HIS DAERAH KAHUPA'T'EN KLUNCKUNG, 

n i undangks n di Scrnurn pu ra 
f)l-:l.dc:i tanf,Bal 29 ,Jm1 uari ?.021 

Agnr seliap ornng JI1t.:11gdahuiny:l, memerinl.uhkan pcngunda11g:m Pc.ratun.m 
Hupati ini dcngan pcncmpA1.Hnnyu dalam Bcrita Dm~rah K3bupaten Klungkung. 

Peraturm, H11pa1.i ini rnulni herlaku pada tonggi=1l ciiundaugk~1r1. 

1-'S:"lSal 12 

RAD VIII 
KR'l\l(NTUAN 1-'J~NUTUP 

(2) Sanksi Aclrninistratif sebugai.tn~m'\ c.1irnnkstu:f pada HYHl (I) bcrupa . 
a. Tcgu ran hsan: d;-m / atau 
b. Pcring:il,an tert.uli~. 

p) Pe11gcnu a II Sanks i Ad mfoistri, Ii f sc ha gal maim rli maks u rt pada nya 1 ( 1 J 
dil:=.tkukan oleh PcnyclP.ng.ga.ra Parkir. 



NIP . 
• • • • • • • • • • •" • • • • • • • • • "'• • • • • • • • • • • S •••••I•••• 

Ditetapkan di : Sem;u~n• ir.R 

P~cJ.:, t.:1na9.1I · , .. 
an. BUPATI KLUNGKUNG 

Kepala Dines Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Klungkuna. 

................................. dst . . , ,,, ····· KEDU/\ 

lzln 1,,1 dlt1rbilk11n rt-.ngan kl)t 11tuur1 : 
PERTAMA ·················· . ········· ······················· ····································· 

seJak. ditetapkan. 

......... ,. ,,, ,,,,,,,,, , . 
••••• • ••••••••••••••••••• ,.. • ••••••••••••••• , ,,11111 ••••• •••••• •••••••• 

................... ,, , , , . 

••••••••••••••••••••••••• ··• 11111, •••••••••••••••• 

•• , ••••• ,, 11111, •••••••••••• 

.................. ,,, , , .,, . Nam~ PGnen~gungjawab 

Alamat Penanggungjnwab 

Nama Perusahaan/ Oesa Adat 

Alamat Perusahaan/ Dess Adat 

Untuk/Jenis lzin 

Lokast Kegiatan 

Masa Berlaku lzin 

DIBERJKAN KCPADA : 

.. .. ost ······ ······ ,, , ········· 
1. .. , .. 
2. 

Dasar 

IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR UNJUK UMUM DILUAR RUANO MILIK JALAN 
NOMOR: .. 

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG 
DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
Jalan R .A Kartini No. 33, 11' ( 0366 ) 23969 

SEMARAPURA 

F'0h1MAT TZIN PENY!i:L11:N<.HJARAAN FA8ILT'T'/\S 1-'Al{KIR LJNTUK UMlJM f>ILU/\R 
RUANU MTLIK .JALAN 

LAMPU-u\N I 

PRR.ATU&'\N BUI ATI KLUNGKUNG 

NOMOR 7 'fAfTUN 2021 

TENT/\NQ 

PEk/\'l'IJJV\N Prtti\KSAN/\/\N PERATUl-u\.N D/\F,r~AI I !(ALJIJPA'l'r:N KLUNOKUNC 

N()M01{ 8 TAlllJN ',l()l~) TENTANU PENYr:1.r:N(i-GARAAN PEkPA~KJNAN 



( " " " " .) 

Materai 

Hormat kami, 
Pemohon 

Dcmikian pcrmohonan k::1rn1 ::1tai::: h.:1nh.ian dan kerjas<Unanya kruni 
ucapkan banyak tcrima kasih, 

Merignju kan pcrmohonan untuk dapat dibcrikan : 

D lzin Penyelenggarann Parkir dttcmpat khusus. 
D Izi.n Penyelenggaraan Parkir tidak tetap. 

Alamat. 

Pcrusahaan / dcsa a,h-1f 

Alarnat Perusahaan/ 
dcsa ad at 

Alumat Loknsi Parkir 

NmruJr Identitas 

Numa 

Ller-sarua ini, 

I >e.ngan hormat, 

Scmarapura 
di 

K e p n d n 
Yth. Kepala Dinas Pcnanaman 

Modal dan Pclayanan 
terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Klu ngkurrg 

Nornor . 
Sifal Pcnring 
Larnpiran : 1 (satu) bcrkas 
Perihal Pcrmohonan Izin 

Pcnydcnggaraan Pnrlcir 

Scmarapura, , . 

I. Format Surat Permohonan 

FORMAT SURA'!' PERMOHON/\N, FORMAT PORMULIR DATA 181AN, FORMAT 
PORMULlX PENC1A.TUAN Pl·(NGLOLAAN PARKIR D/\N FORMAT Dl.1NAH/OAMBAR 
LOKi\81 P/\RKIR 

LAMPIRAN II 

PERATUR/\N BUPATI KLUNGKUNG 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTJ\NG 

P8RJ\TURAN P.1£LAKSANAAN PERATUl-<AN DAERAH NOMOR 8 Ti\IIUN 2019 

TRNTANG PENY~:LF:NGGARAAN PERPARKI 1-<AN 



Nama Jelas 

Cap I Stempel Perusahaan 

Penyetenggara Perparkiran 

............................ 20 ... Sernarapura, 

· Unit 
: Unit 
: Umt 
: U11il 
: Unit 
: Unit 

: Unrt 

: Oran\/ 
l lnlt 

n .Ialur I LapanQan 
Komputer 
Mi-t1111r11 
Masuk. 
Kcluar 
T1:11if 
Petunjuk Parkir 
Arah 
i-urnbauan 

.larn pertama Rp jam bcrikutnya Rp . 
Jam pertarna Rp ; Jam berikutnya Rp . . . . .. . . 
Jam pertama Rp ; Jam borikutnya Rp . 

LJ Pinlu Masuk 
I I Pi11l11 Kcluar 
n Pintu Masuk pada jam pertama 
O Pintu Keluar pada jam benkutnya 
a. Sen in s/d Kam,s : WIB s/d . . . . . . . . . . WIB 
b Ju mat : WlB sin W113 
c. Sabtu : . . . . .. . . WIB s/d . . . .. . . .. .. WIB 
d Minggu I Libur WIB s/d .. .. .. . . WIB 
n Plnt11 Mas~,k : .. .. . . . .. 01.:111y 
b. 1-'mtu Keluar . . . . orang 

c. Motor . . . . . . . . . . . . . DRP 
O Perkantoran I Aparternen (PP) 
n =usat Pc, bclanjaan I Hotel (PPH) 
I I PHsHr I Tempat Rekreasi (PTU) 

: SRP b. Bus, Truck Box 

a. Gedung Parklr Murni 
b. Gedung Parkir Penunjang 
c 'rarnan I Pelataran Parkir 
a. Mobil : SRP 

FORMULIR DATA ISIAN 

11 Jumlah Rarnbu 

1 o Jumtah Pintu I Gardu 

9. Alat Pungul Yano Diounakan 

8 Jumlah Petugas Lapa11gan 

7 Jam Kegiatan 

1. Nama 
Alar mil 

Jsbatan 

Bertind;1k untuk dan alas 
nama 
Perusahan 
Alc1111c1t 

Telp 
rax 

2. Jents rasilitas Tempal Parklr 

3. Jumlah Satu:ln Rll!:mg Parklr 
(SRP) I Kapasitas 

4 Pomanfaatan Fasilitas Parkir 
I Jenis Keglat::in 

5 Tant t;1aya Parkir 
a. Mui.Ji I 
b. Bus, Truck Box 
c. Motor 

6. Pelaksann pr 111011tan di 

TI. Formal Formulir Data Isisa n 



(.. "" ) 

Scmarapura, .. 

Pi.:111•,1,;l!,,1lu Parkii 

Rp . Jumlah Peuetaprm Pnjnk Parki r Pcrbulan 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
Besur pungutan Rctri busi Park i1 Roda Dua (R2) 

Rolla cm pul ( R 4 ) 

Roda Euam (Ku) 

Status Keperniliknn I .ahan : 
I. M11lk scudiri I sewa I kontrak 

2. Nnma Pcmilik Lahan 

l Jangka waktu kontrak I scwa 

Kendaraan Kapasitas 

Kendaraan 

Roda Dua (R2) 

Roda Euiput (R4) 

Roda Dua (R2) 

Roda Empat (R4) 

Luas Arca M2 

M2 

Nomor Tclpon · 

Alamai Lokasi 

Alam at 
Iahatan 

Nama 

FORMULTR PENGA.llJAN PENGEL()LAAN PAR.l(IR 

111. Format Formulir Pcngajuan Pengelolaan Parkir 



Pcrnohon, 

DENAII/GAMBAI{ l,()KASI PARKIR 

TV. Format Denah/G .. unbar Lokasi Parkir 

( ) 



(Jabatan) 
( ) 

Ttd danlatau cap 
rlll!ltl!I~ ma lei, ,1i 10000 

Yang member! Kuasa, Yang menerima Kuasa, 

Semarapura . 

Demlkian Surat Kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan seperiunya. 

Untuk mengurus/menyelesalkan persyaratan administres! dan/itau persyaratan teknls 
permohonan lzin Penyelenggaraan Perparkiran di Luar Ruang Milik Jalan (Baru/ 
Perpanjangan) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

•• ,.,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,,1111101 

Nama Perusahaan 
Jabatan 

Der,gan ini memberi kuasa kepada : 
Nam a 
Alam at 

Nama Perusahaan 
Jabatan 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nam a 
Alam at 

SURAT KUASA 

KOP PERUSAHAAN 
(Untuk Badan Usaha I Koperasi I Yayasan) 

Alamat ..... No Telp ..... Email. .... 

V.Format Surat Kuasa 



(Jabatan) 
( ) 

Ttd danlatau ~ep 
dlotoi mater11i 10000 

Yang member1 Kuasa, Yang menerima Kuasa, 

Serna: i:JJJlllll . 

Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan sepertunya. 

Untuk menyelenggarakan dan mengurus izin perparklran atas lokasi ini: 
Nama Lokasl . 
Alamat . 
Desa/Kelurahan .. 
Kecamatan .. 
Kabu paten/Kata .. 

Nama Perusahaan 
Jabatan 

Dengan ini memberi kuasa kepada : 
Nam a 
Alam at 

Nama Perusahaan 
Jabatan 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nam a 
Alam at 

SURAT KUASA 

Alarnat ..... No Telp ..... Email ..... 

(Untuk Sadan Usaha I Koperasi I Yayasan) 

KOP PERUSAHAAN 

Vl.Format Surat Kuasa 



~(i 

. . ; 
•.r ~) ... 

( ) 

Cap I St.empel Pc:rusahROJ.l & 
M11l17lli Rp. 101)(10,- 

So.ya yang rncmbuat pernyataan Pemohon 

Dibunt di Scmarapura 
Po.du lunl!gal 

PAK' l'A lNTP.GR TT AS ini dibuat Jun ditundotnngnni tanpa adanya paksnan dat i pi hi'ti lain 
untuk daput digunakan sehagaimana mcstinya. 

1. Tldak menjl\1~jikan <Jana atau mernberikan dnnu atau akan meuibeukan kepada 
petugas/pejabat DPMPTSP Kabupaten Klungkung segaln bentuk pembcrian/gratifikasi 
alas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Kabupaten Klungkung. 

2. 'l'idak menggunakan jasa perantara/calo dalarn hnl pengurusan izin. 
1 'I'idak mclakukan segala bcntuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Kabupaten 

Klungkung dalam pengurusan pcrizinan.kecuali diatur dalum peraturan perundang 
undangan, 

4. Mcmatuhi standar operasional prosedur (SOP) yang berlakn dalern pengurusan 
pcrizinan. 

~ Menyutukan dalam segala data, dokurncn, intormasi keterangan ata:s pengajuan 
pcrmohonan yang sava seruhkan adalah bcnar dan tidak dalatn stalus sengkcta dcn!!an 
pihak lain. Apabila tidak benar/sosuai, muku prodak hukum yang dikeluarkan 
bcrdasarkan permohonan ini udalah tidak sah dengan sendirinya, 

6. Apabil« tcrbukti ndanya pclanggaran terhadan iRi PAK TA INIBGRITAS im, saya atas 
nama pnbadi, krnbuga/institu.~i/r,eru~n.hMn bersedi« diproscs bcrdasarkan peratnrnn 
pcrundang-undangan yun~ berluku. 

Dalam rangka mcwuiudkan pclayanan prima pada DPMPTSfl Kabupateu Klungkung 
Pemohon fain mcnyatakan berscdia untuk : 

Adalah benar merupakan pegawai/karyawan scbagai pernegang kuasa pengurusan izin dari 
Lembaga/lnstitusi/Pcrusahaan terscbui dj atas yang untuk i,clal\iulnya bertindak atas nama 
I .ombaga/tnstitusi/t'crusuhaan scbagai permohonan izin, 

Yat1g bertanda tangan di bawah ini.saya 
Nam"' 
Jabatan dalam Lcmbaga/lnstitusi 
Numa t.cmbaga/lnstttus! 
Alurnat 

PENGURUSAN PF.RIZil.iAN PADA DINA:i PRNI\NAMAN MODAi. 
UAN 11RLAV ANAN 'raRPl\l.)U SATI7 T11N'!'U KA'B\JPt\TJ.!N .KLtTNClKUNCJ 

,!.AKTA INTF:GRITAS 

VII. Foruiat Fakta Integritas 



r •. 

' . 1 ~ .. .., . 

Namn Pcjaba! Bcrwcnang 

STAMP&ITn 

Scmarapura, 2020 

NAMA JlJRU PJ\.RKTR 

N<>nFK, 

FOTO 

NAMA 
PF.NVHJ ,hN(iC: /\ t{ A 

JURU JlARKIR 

Jo 
,. ..... / 

l r .nno .. /J, 
Pcnycl cn~H'.! n., a 

• Cdruia 

BF.N'i'UK DAN Wi\.l{NA SBHA(jJ\M iJAN TANnA 1'~.Nl.H~NAL JU!-{U PARKIR I . s~rngrun 
• Baju 

LI\ M PIRAN 111 . 

Pfi~RATUlMN RUJ..11\Tl KLUNGKUNC: 
NO MOR 7 1'/\H UN 2021 

T11:NTJ\NG 
l'b;l<ATUR/\N PELJ\K~ANAAN PElMTUR/\N 11AEfMH J<I\BUPNrr;N 

KT.u NGKlJN(1 NO MOR 8 'l'AllUN 201 ~.J TENT/\NG PENY J1:LENGG/\}'(/\AN 

l'I•: R PI\RKJ I>/\ N 


